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LKPP. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG /JASA YANG DIKECUALIKAN

PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan
Pasal 91 ayat (1) huruf q Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);
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Menetapkan

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya
sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan.

2. Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU

adalah Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah
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Pusat atau Badan Layanan Umum di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh BLU.

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan
tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada
masyarakat adalah pengadaan barang/jasa yang telah
memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan, atau bea
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai
dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah
pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan praktik
transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai
dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme
transaksi tersendiri.

Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan
tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
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15.

16.

(1)

(2)

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan
Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau
E-purchasing.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha yang mengikuti
proses pemilihan Penyedia.

Personel Lain adalah pejabat fungsional/pejabat
administrasi/personel yang ditugaskan untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang
Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan
pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Lembaga ini.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Lembaga ini meliputi:

a.
b.

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan

tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada
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masyarakat;

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai
dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4
Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang

Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

meliputi:
a. PA/KPA;
b. PPK;

c. Pejabat Pengadaan;

d. Pokja Pemilihan;

e. Penyedia; dan

f.  pihak lainnya.

Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f meliputi:

a. komite/tim teknis/panitia lainnya yang dibentuk
berdasarkan  peraturan perundangan-undangan
yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d;

b. Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang mengatur
Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;

c. pejabat umum;

d. sanggar/Kelompok Seni Budaya;

e. Pelaku Usaha yang menyediakan jurnal ilmiah
daring; atau

f.  bentuk lain sesuai dengan kebutuhan.
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